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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka bab ini 

akan dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Perjanjian Bangun Guna Serah Build oprate and transfer (BOT) apabila 

ditinjau dari persfektip hukum perdata, maka secara nyata bahwa 

perjanjian bangun guna serah mengadopsi prinsip-prinsip yang terdapat di 

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata seperti asas-asas hukum 

dalam pejanjian, unsur-unsur perjanjian dan syarat-syarat sahnya dari 

sebuah perjanjian yang terdapat di dalam hukum perdata secara umum dan 

secara umum dasar hukum perjanjian Bangun Guna Serah mengacu pada 

Pasal 1320 KUHperdata. 

2. Perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Lombok Timur 

dengan PT. Teguh Jaya Perkasa dilakukan secara sistematis yang mana 

proses terjadinya kerjasama pembangunan pasar, kemudian tahap 

penyebaran informasi,tahap pencarian investor, penerimaan penawaran, 

tahap kesepakatan,tahap penandatanganan  kesepakatan,tahap penyiapan 

perjanjian dan terakhir pelaksanaan. Perjanjian Bangun Guna Serah/ Build 

oprate and transfer (BOT) yang dibuat telah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan dimana perjanjian tersebut dibuat dan mengacu pada 

asas-asas hukum perjanjian yang diatur dalam Buku III KUHPerdata dan 
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telah terpenuhinya syarat sah nya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 

KUHPerdata. 

B. Saran-Saran  

Berdasarkan kesumpulan di atas, maka dapat diajukan bebrapa saran 

sebagai berikut sebagai bahan perbaikan: 

1. Hendaknya Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dengan PT Teguh Jaya 

Perkasa yang berkaitan langsung dengan perjanjian bangun gun aserah 

untuk dapat memanfaatkan aset pemerintah dalam perjanjian bangun guna 

serah dengan baik,  

2. Diharapkan pada pemerintah Kabupaten Lombok Timur agar dalam 

melaksanakan kerja sama bangun guna serah memberikan pengawasan 

atas penggunaan atau pemanfaatan aset yang dimana dijadikan objek dan 

pelaksanan perjanjian bangun guna serah. 
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